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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum 
Komisi Aparatur Sipil Negara dan bagaimanakah 
pemberhentian komisi aparatur sipil negara 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di mana 
dengan metode penelitian hukum normatif 
disimpulkan: 1. Pengaturan hukum Komisi 
Aparatur Sipil Negara (KASN) dimaksudkan 
untuk membuat penetapan kebijakan 
manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 
mandiri dan bebas dari intervensi politik. 
Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen 
ASN dan menjamin perwujudan sistem merit 
serta pengawasan tehadap penerapan asas, 
kode etikdan kode perilaku ASN. 2. 
Pemberhentian Komisi Aparatur Sipil Negara 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilakukan 
oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila: 
meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak 
mampu jasmani atau rohani sehingga tidak 
dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota 
KASN, dihukum penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
kejahatan jabatan atau tindak pidana umum; 
atau menjadi anggota partai politik dan/atau 
menduduki jabatan negara 
Kata kunci: aparatur sipil negara; komisi 
aparatur sipil negara; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara, dalam rangka penetapan 
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kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN 
yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 
Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan 
Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan 
Sistem Merit serta pengawasan terhadap 
penerapan asas, kode etik dan kode perilaku 
ASN. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaturan hukum Komisi 
Aparatur Sipil Negara? 

2. Bagaimanakah pemberhentian komisi 
aparatur sipil negara berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara ? 

 
C. METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum normatif merupakan 
metode pendekatan yang digunakan. 
 
PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Hukum Komisi Aparatur Sipil 

Negara 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 25 ayat (1) 
Presiden selaku pemegang kekuasaan 
pemerintahan merupakan pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, 
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Pasal 
25 ayat (2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden 
mendelegasikan sebagian kekuasaannya 
kepada: huruf (b) KASN, berkaitan dengan 
kewenangan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN 
untuk menjamin perwujudan Sistem Merit 
serta pengawasan terhadap penerapan asas 
serta kode etik dan kode perilaku ASN. 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. Bagian I. Umum, dijelaskan dalam 
rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, 
dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari 
intervensi politik. Pembentukan KASN ini untuk 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 
dan Manajemen ASN untuk menjamin 
perwujudan Sistem Merit serta pengawasan 
terhadap penerapan asas, kode etik dan kode 
perilaku ASN. KASN beranggotakan 7 (tujuh) 
orang yang terdiri dari seorang ketua 
merangkap anggota, seorang wakil ketua 
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merangkap anggota, dan 5 (lima) orang 
anggota. KASN dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dibantu oleh Asisten dan Pejabat 
Fungsional keahlian yang dibutuhkan. Selain itu 
KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin 
oleh seorang kepala sekretariat. Ketua, wakil 
ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan 
diangkat oleh Presiden selaku kepala 
pemerintahan untuk masa jabatan selama 5 
(lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang 
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.5 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan 
pada Pasal 27. KASN merupakan lembaga 
nonstruktural yang mandiri dan bebas dari 
intervensi politik untuk menciptakan Pegawai 
ASN yang profesional dan berkinerja, 
memberikan pelayanan secara adil dan netral, 
serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.  

Pasal 28 KASN bertujuan:  
a. menjamin terwujudnya Sistem Merit 

dalam kebijakan dan Manajemen ASN;  
b. mewujudkan ASN yang profesional, 

berkinerja tinggi, sejahtera, dan 
berfungsi sebagai perekat Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;  

c. mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan negara yang efektif, 
efisien dan terbuka, serta bebas dari 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;  

d. mewujudkan Pegawai ASN yang netral 
dan tidak membedakan masyarakat yang 
dilayani berdasarkan suku, agama, ras, 
dan golongan;  

e. menjamin terbentuknya profesi ASN yang 
dihormati pegawainya dan masyarakat; 
dan 

f. mewujudkan ASN yang dinamis dan 
berbudaya pencapaian kinerja.  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 29 KASN 
berkedudukan di ibu kota negara. Pasal 30. 
KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma 
dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta 
penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan 
Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.  

Pasal 31 ayat: 
(1)  KASN bertugas:  

a. menjaga netralitas Pegawai ASN;  

 
5Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara. 

b. melakukan pengawasan atas pembinaan 
profesi ASN; dan  

c. melaporkan pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN 
kepada Presiden.  

(2)  Dalam melakukan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) KASN dapat:  

a. melakukan penelusuran data dan 
informasi terhadap pelaksanaan Sistem 
Merit dalam kebijakan dan Manajemen 
ASN pada Instansi Pemerintah;  

b. melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai 
pemersatu bangsa;  

c. menerima laporan terhadap 
pelanggaran norma dasar serta kode etik 
dan kode perilaku Pegawai ASN;  

d. melakukan penelusuran data dan 
informasi atas prakarsa sendiri terhadap 
dugaan pelanggaran norma dasar serta 
kode etik dan kode perilaku Pegawai 
ASN; dan  

e. melakukan upaya pencegahan 
pelanggaran norma dasar serta kode etik 
dan kode perilaku Pegawai ASN.  

Pimpinan instansi dalam melaksanakan 
tugasnya punya peran penting dalam 
mengendalikan setiap kegiatan untuk 
mendapatkan, menempatkan, memelihara, 
membina, mengembangkan, dan menggunakan 
pegawai ASN guna mencapai tujuan organisasi. 
Fungsi ini meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pengawasan dan penilaian 
terhadap kegiatan-kegiatan disetiap instansi 
pemerintahan. Dengan demikian setiap 
pimpinan instansi pemerintahan punya 
tanggungjawab dalam melakukan pembinaan 
pegawai ASN. Disamping itu pimpinan instansi 
dalam melaksanakan pembinaan pegawai ASN 
terlebih dahulu perlu mengetahui sasaran dari 
pembinaanyang menjadi sekala prioritas. 
Sasaran pembinaan dapat diklasifikasikan pada 
tiga sasaran pokok, yaitu pada pembinaan 
karier, kompetensi, dan disiplin. Keberhasilan 
pembinaan pegawai ASN disamping untuk 
mengetahui sasaran, juga dapat mengetahui 
teknik-teknik pembinaan yang kontinyu sebagai 
pedomandalam menyelenggarakan pembinaan 
pegawai ASN selanjutnya. Hal ini perlu 
dilakukan agar tujuan pembinaan ASN dapat 
tercapai secara maksimal, sehingga bisa 



Lex Administratum, Vol. IX/No. 3/Apr/2021 

 

7 

mendapatkan pegawai ASN yang kompeten dan 
punya daya saing.6 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 35 ayat: 
(1)  KASN terdiri atas:  

a. 1 (satu) orang ketua merangkap 
anggota;  

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap 
anggota, dan  

c. 5 (lima) orang anggota.  
(1) Dalam hal ketua KASN berhalangan, wakil 

ketua KASN menjalankan tugas dan 
wewenang ketua KASN.  

Pasal 36 ayat: 
(1) KASN dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dibantu oleh asisten dan 
Pejabat Fungsional keahlian yang 
dibutuhkan.  

(2) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh 
ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat 
anggota KASN.  

(3) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berasal dari PNS maupun non-
PNS yang memiliki kualifikasi akademik 
paling rendah strata dua (S2) di bidang 
administrasi negara, manajemen publik, 
manajemen sumber daya manusia, psikologi, 
kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu 
pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) di 
bidang lain yang berkaitan dengan 
manajemen sumber daya manusia.  

(4) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak sedang menjadi anggota 
dan/atau pengurus partai politik, tidak 
merangkap jabatan, serta diseleksi secara 
terbuka dan kompetitif dengan 
memperhatikan rekam jejak, kompetensi, 
netralitas, dan integritas moral.  

(5) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memiliki dan melaksanakan nilai 
dasar, kode etik dan kode perilaku serta 
diawasi oleh anggota KASN.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata 
cara pengangkatan dan pemberhentian, 
kode etik dan kode perilaku, dan 
pengawasan terhadap tugas dan tanggung 
jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan 
KASN.  

 
6 Ajib Rakhmawanto. Op.Cit. hlm.233. 

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Yang dimaksud 
dengan ”pejabat fungsional keahlian” antara 
lain auditor kepegawaian, peneliti, perancang 
perundang-undangan, dan analis kebijakan. 

Lembaga KASN dapat dikategorikan sebagai 
lembaga yang tidak bersumber langsung dari 
konstitusi (derivatif) dan merupakan organ 
pendukung atau penunjang (stateauxiliary 
organs/auxiliary insti- tutions). 7  Sebagai 
lembaga yang tidak bersumber langsung dari 
konstitusi (derivatif) maksudnya mengenai sifat, 
tujuan, kedudukan, fungsi, tugas dan 
wewenang serta mengenai struktur organisasi 
KASN diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan 
merupakan organ pendukung atau penunjang 
(stateauxiliary organs/auxiliary institutions) 
karena dikenal dengan nama komisi-komisi, 
lembaga-lembaga negara atau sejenisnya.8 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 37 ayat: 
(1) KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin 

oleh seorang kepala sekretariat.  
(2) Kepala sekretariat berasal dari PNS.  
(3) Kepala sekretariat diangkat dan 

diberhentikan oleh ketua KASN.  
(4) KASN dibiayai oleh anggaran pendapatan 

dan belanja negara.  
Pasal 38 ayat: 

(1) Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah 
dan/atau nonpemerintah.  

(2) Anggota KASN harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut:  
a. warga negara Indonesia;  
b. setia dan taat kepada Pancasila dan 

UndangUndang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

c. berusia paling rendah 50 (lima puluh) 
tahun pada saat mendaftarkan diri 
sebagai calon anggota KASN;  

d. tidak sedang menjadi anggota partai 
politik dan/atau tidak sedang menduduki 
jabatan politik;  

e. mampu secara jasmani dan rohani untuk 
melaksanakan tugas;  

f. memiliki kemampuan, pengalaman, 
dan/atau pengetahuan di bidang 
manajemen sumber daya manusia;  

 
7Adrie. Op.Cit. hlm. 38 (Lihat Jimly Asshiddiqie, 2012, 
Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, hal vii). 
8 Ibid. hlm. 38 
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g. berpendidikan paling rendah strata dua 
(S2) di bidang administrasi negara, 
manajemen sumber daya manusia, 
kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu 
pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) 
di bidang lain yang memiliki pengalaman 
di bidang manajemen sumber daya 
manusia;  

h. tidak merangkap jabatan pemerintahan 
dan/atau badan hukum lainnya; dan  

i. tidak pernah dipidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memiliki kekuatan hukum tetap.  

(3) Anggota KASN yang berasal dari PNS 
diberhentikan sementara dari jabatan ASN.  

(4) Anggota KASN yang berasal dari PPPK 
diberhentikan statusnya dari PPPK.  

(5) Anggota KASN yang berasal dari non-
pegawai ASN harus mengundurkan diri 
sementara dari jabatan dan profesinya.  
KASN merupakan lembaga nonstruktural 

yang mandiri dan bebas dari intervensi politik 
untuk menciptakan Pegawai ASN yang 
profesional dan berkinerja, memberikan 
pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi 
perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini sesuai 
dengan yang tertuang dalam Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara. KASN berkedudukan di ibu kota 
negara dan dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
Aparatur Sipil Negara. KASN terdiri atas tujuh 
orang anggota yang dua orang diantaranya 
merangkap sebagai ketua dan wakil ketua. 
KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, 
dan wewenangnya, termasuk yang berkaitan 
dengan kebijakan dan kinerja ASN paling 
kurang 1 (satu) kali pada akhir tahun kepada 
Presiden.9 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara Anggota KASN 
Pasal 39 ayat: 
(1) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh 

tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) 
orang yang dibentuk oleh Menteri.  

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh Menteri dan 
melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan sejak 
pengangkatan.  

 
9 Adrie. Op.Cit. hlm. 38. 

(3) Anggota tim seleksi harus memiliki 
pengetahuan dan pengalaman di bidang 
ASN, rekam jejak yang baik, integritas 
moral, dan netralitas.  

(4) Tim seleksi melakukan proses seleksi 
anggota KASN dengan mengumumkan 
secara terbuka lowongan tersebut kepada 
masyarakat secara luas, melakukan 
penilaian pengetahuan, kompetensi, 
integritas moral, rekam jejak calon, dan uji 
publik.  

(5) Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali 
jumlah anggota KASN untuk dipilih dan 
ditetapkan oleh Presiden.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi 
dan tata cara pembentukan tim seleksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Menteri.  

Hubungan pemerintah vertikal, yaitu 
hubungan atas bawah antara pemerintah 
dengan rakyatnya, di mana pemerintah sebagai 
pemegang kendali yang memberikan perintah-
perintah kepada rakyat, sedangkan rakyat 
menjalankan dengan penuh ketaatan. 
Sebaliknya dalam pola ini dapat pula rakyat 
sebagai pemegang otoritas yang diwakili oleh 
parlemen, sehingga kemudian pemerintah 
bertanggungjawab kepada rakyat tersebut. 
Sewaktu pemerintah sebagai pemegang kendali 
berlangsung administrasi pemerintahan, di 
mana pemerintah sebagai pimpinan 
menyatakan kehendaknya untuk diikuti, 
sedangkan seaktu rakyat sebagai pemegang 
kendali aktif mengartikulasi kepentingan 
rakyat.10 

Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 32 ayat: 
(1)  KASN berwenang:  

a. mengawasi setiap tahapan proses 
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
mulai dari pembentukan panitia seleksi 
instansi, pengumuman lowongan, 
pelaksanaan seleksi, pengusulan nama 
calon, penetapan, dan pelantikan 
Pejabat Pimpinan Tinggi;  

 
10H. Inu Kencana Syafiie, Op.Cit, hlm 52. 
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b. mengawasi dan mengevaluasi 
penerapan asas, nilai dasar serta kode 
etik dan kode perilaku Pegawai ASN;  

c. meminta informasi dari pegawai ASN 
dan masyarakat mengenai laporan 
pelanggaran norma dasar serta kode 
etik dan kode perilaku Pegawai ASN;  

d. memeriksa dokumen terkait 
pelanggaran norma dasar serta kode 
etik dan kode perilaku Pegawai ASN; 
dan  

e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen 
yang diperlukan dari Instansi 
Pemerintah untuk pemeriksaan laporan 
atas pelanggaran norma dasar serta 
kode etik dan kode perilaku Pegawai 
ASN.  

(2)  Dalam melakukan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b, KASN berwenang untuk memutuskan 
adanya pelanggaran kode etik dan kode 
perilaku Pegawai ASN.  

(3)  Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
disampaikan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang 
untuk wajib ditindaklanjuti. 

Pasal 33 ayat: 
(1)  Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak 

ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (3), KASN 
merekomendasikan kepada Presiden untuk 
menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat 
Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang 
Berwenang yang melanggar prinsip Sistem 
Merit dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(2)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa:  
a. peringatan;  
b. teguran;  
c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, 

penerbitan keputusan, dan/atau 
pengembalian pembayaran;  

d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang 
Berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan; dan  

e. sanksi untuk Pejabat Pembina 
Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan.  

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh:  

a. Presiden selaku pemegang kekuasan 
tertinggi pembinaan ASN, terhadap 
keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian; dan  

b. Menteri terhadap keputusan yang 
ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, 
dan terhadap Pejabat Pembina 
Kepegawaian di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota.  

Pasal 34 KASN melaporkan pelaksanaan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk 
yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja 
ASN paling kurang 1 (satu) kali pada akhir tahun 
kepada Presiden. 

KASN mempunyai wewenang: (a) 
mengawasi setiap tahapan proses pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari 
pembentukan panitia seleksi instansi, 
pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, 
pengusulan nama calon, penetapan, dan 
pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi; (b) 
mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, 
nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku 
Pegawai ASN; (c) meminta informasi dari 
pegawai ASN dan masyarakat mengenai 
laporan pelanggaran norma dasar serta kode 
etik dan kode perilaku Pegawai ASN; (d) 
memeriksa dokumen terkait pelanggaran 
norma dasar serta kode etik dan kode perilaku 
Pegawai ASN; dan (e)  meminta klarifikasi 
dan/atau dokumen yang diperlukan dari 
Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan 
atas pelanggaran norma dasar serta kode etik 
dan kode perilaku Pegawai ASN.11 

Dalam melakukan pengawasan, KASN 
berwenang untuk memutuskan adanya 
pelanggaran kode etik dan kode perilaku 
Pegawai ASN. Hasil pengawasan tersebut 
disampaikan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang 
untuk wajib ditindaklanjuti. Sedangkan hasil 
pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN 
merekomendasikan kepada Presiden untuk 
menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina 
Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang 
yang melanggar prinsip Sistem Merit dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.12 

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas 
untuk melakukan suatu tindakan, berarti 
pemerintah tidak boleh bertindak untuk 

 
11 Adrie. Op.Cit. hlm. 38-39. 
12Ibid.hlm. 39. 
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menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik 
penyelenggaraan negara modern dewasa ini, 
keadaaan seperti ini tentu saja tidak boleh 
terjadi karena hal itu akan menimbulkan 
masalah yang sangat serius bagi kelangsungan 
hidup (eksistensi) bangsa dan negara.13 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur 
mengenai Susunan. Pasal 35 ayat: 
(1) KASN terdiri atas: 

a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota; 
b.1 (satu) orang wakil ketua merangkap 
anggota, dan 
c.5 (lima) orang anggota. 

(2) Dalam hal ketua KASN berhalangan, wakil 
ketua KASN menjalankan tugas dan 
wewenang ketua KASN. 

Pasal 36 ayat: 
1. KASN dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dibantu oleh asisten dan 
Pejabat Fungsional keahlian yang 
dibutuhkan. 

2. Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh 
ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat 
anggota KASN. 

3. Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat berasal dari PNS maupun non 
PNS yang memiliki kualifikasi akademik 
paling rendah strata dua (S2) di bidang 
administrasi negara, manajemen publik, 
manajemen sumber daya manusia, 
psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, 
ilmu pemerintahan, dan/atau strata dua (S2) 
di bidang lain yang berkaitan dengan 
manajemen sumber daya manusia. 

4. Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak sedang menjadi anggota 
dan/atau pengurus partai politik, tidak 
merangkap jabatan, serta diseleksi secara 
terbuka dan kompetitif dengan 
memperhatikan rekam jejak, kompetensi, 
netralitas, dan integritas moral. 

5. Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memiliki dan melaksanakan nilai 
dasar, kode etik dan kode perilaku serta 
diawasi oleh anggota KASN. 

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata 
cara pengangkatan dan pemberhentian, 

 
13 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan 
Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, 
Erlangga, Jakarta. 2010, hlm. 36. 

kode etik dan kode perilaku, dan 
pengawasan terhadaptugas dan tanggung 
jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan 
KASN. 
Pasal 37 ayat: 

(1) KASN dibantu oleh sekretariat yang 
dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. 

(2) Kepala sekretariat berasal dari PNS. 
(3) Kepala sekretariat diangkat dan 

diberhentikan oleh ketua KASN. 
(4) KASN dibiayai oleh anggaran pendapatan 

dan belanja negara. 
 

B. Pemberhentian Komisi Aparatur Sipil 
Negara Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara 
Supremasi hukum artinya kekuasaan 

tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat 
maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi 
yang berdaulat adalah hukum.14 Equality before 
the law artinya persamaan kedudukan di depan 
hukum tidak ada yang diistimewakan.15 

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 Tentang Republik Indonesia 
tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan 
Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
Penyelenggara Negara mempunyai peran 
penting dalam mewujudkan cita-cita 
perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas 
dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang 
sangat penting dalam pemerintahan dan dalam 
hal hidupnya negara ialah semangat para 
Penyelenggara Negara dan pemimpin 
pemerintahan. 

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan 
tanggung jawab tersebut tidak hanya 
berdampak negatif di bidang politik, namun 
juga di bidang ekonomi dan moneter, antara 
lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara 
yang lebih menguntungkan kelompok tertentu 
dan memberi peluang terhadap tumbuhnya 
korupsi, kolusi, dann epotisme. Tindak pidana 
korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak 
hanya dilakukan oleh Penyeienggara Negara, 
antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga 
Penyelenggara Negara dengan pihak lain 
seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, 

 
 14 Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum 
Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hlm. 90. 

15Ibid. 
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sehingga merusak sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
serta membahayakan eksistensi negara.16 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 40 ayat: 
(1) Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, 

dan anggota KASN dari anggota KASN 
terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (5). 

(2) Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN 
ditetapkan dan diangkat oleh Presiden 
selaku pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam pelaksanaan 
kebijakan,pembinaanprofesi, dan 
Manajemen ASN, untuk masa jabatan 
selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat 
diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa 
jabatan. 

(3) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan 
oleh Presiden pada masa jabatannya, 
apabila: 

a. meninggal dunia; 
b. mengundurkan diri; 
c. tidak mampu jasmani atau rohani 

sehingga tidak dapat menjalankan 
kewajiban sebagai anggota KASN; 

d. dihukum penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana kejahatan 
jabatan atau tindak pidana umum; atau 

e. menjadi anggota partai politik dan/atau 
menduduki jabatan negara. 

Negara hukum ialah negara yang 
susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya 
dalam undang-undang, sehingga segala 
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang 
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh 
undang-undang (state not governed by men, 
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara 
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya 
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya 
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi 
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada 

 
16 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 Tentang Republik Indonesia tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme. 

segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.17 Tindakan pemerintah tidaklah 
dalam arti sebebas-bebasnya, karena konstitusi 
atau hukum harus ditaati agar tidak berlaku 
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan 
yang melampaui batas kewenangan, bertindak 
tidak sesuai dengan kewenangan atau 
peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang.18 

Pemahaman kekuasaan dalam aspek 
hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, 
tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah 
suatu kekuasaaan yang dapat berdiri sendiri, 
melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat 
dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu, 
kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan 
sebagai suatu kekuasaan yang telah 
dilembagakan.19 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal 
ini di tegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-
undang Dasar 1945. Norma ini bermakna 
bahwa di dalam negara kesatuan Republik 
Indonesia, hukum merupakan urat nadi selruh 
aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi 
strategis dan dominan dalam kehidupan 
masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, 
sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan 
baik dan benar di tengah masyarakat jika 
instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan 
kewenangan-kewenangan dalam bidang 
penegakkaan hukum. Salah satu diantara 
kewenangan-kewenangan itu adalah Kejaksaan 
Republik Indonesia. 20 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 41 ayat: 
(1) Anggota KASN yang berhenti pada masa 

jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 40 ayat (3) digantikan oleh calon 
anggota yang diusulkan oleh tim seleksi. 

(2) Dalam hal Presiden tidak menyetujui atau 
yang bersangkutan tidak bersedia, Menteri 
membentuk tim seleksi untuk menyeleksi 
calon anggota pengganti. 

 
17H. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan 
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011. hlm. 1-
2. 
18 Ibid, hlm. 2. 
19 Ibid, hlm. 5. 
20Marwan Efendi, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari 
Perspektif Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
2005, hlm. 1. 
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(3) Presiden mengesahkan anggota pengganti 
yang diusulkan tim seleksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(4) Masa tugas anggota pengganti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meneruskan sisa masa kerja anggota yang 
berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(5) KASN memiliki dan melaksanakan kode 
etik dan kode perilaku. 

(6) Dalam hal terjadi pelangggaran kode etik 
dan kode perilaku sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) Presiden membentuk majelis 
kehormatan kode etik dan kode perilaku. 

(7) Majelis kehormatan kode etik dan kode 
perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal 
dari luar KASN dan memiliki pengetahuan, 
pengalaman, dan kompetensi di bidang 
ASN, rekam jejak yang baik, integritas 
moral, dan netralitas, serta berusia paling 
rendah 55 (lima puluh lima) tahun. 

Pasal 42. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, 
wewenang, dan tanggungjawab sekretariat, 
tata kerja, sistem dan manajemensumber daya 
manusia, serta tanggung jawab dan 
pengelolaan keuangan KASN sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 
41 diatur dengan  Peraturan Presiden. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 5 ayat:  
(1)  Kode etik dan kode perilaku sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan 
untuk menjaga martabat dan kehormatan 
ASN.  

(2)  Kode etik dan kode perilaku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan 
perilaku agar Pegawai ASN:  
a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, 

bertanggung jawab, dan berintegritas 
tinggi;  

b. melaksanakan tugasnya dengan cermat 
dan disiplin;  

c. melayani dengan sikap hormat, sopan, 
dan tanpa tekanan;  

d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
perintah atasan atau Pejabat yang 
Berwenang sejauh tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan etika 
pemerintahan;  

f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut 
kebijakan negara;  

g. menggunakan kekayaan dan barang 
milik negara secara bertanggung jawab, 
efektif, dan efisien;  

h. menjaga agar tidak terjadi konflik 
kepentingan dalam melaksanakan 
tugasnya;  

i. memberikan informasi secara benar 
dan tidak menyesatkan kepada pihak 
lain yang memerlukan informasi terkait 
kepentingan kedinasan;  

j. tidak menyalahgunakan informasi 
intern negara, tugas, status, kekuasaan, 
dan jabatannya untuk mendapat atau 
mencari keuntungan atau manfaat bagi 
diri sendiri atau untuk orang lain;  

k. memegang teguh nilai dasar ASN dan 
selalu menjaga reputasi dan integritas 
ASN; dan  

l. melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai disiplin 
Pegawai ASN.  

(3)  Kode etik dan kode perilaku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Kebebasan adalah hak asasi manusia. Di 
samping setiap orang mempunyai kebebasan, 
pada saat yang sama diapun mempunyai 
kewajiban asasi (kewajiban dasar). Dalam 
rangka melaksanakan kewajiban itu, maka 
setiap orang harus mempertanggungjawabkan 
perbuatan berdasarkan kebebasan yang 
dilaksanakannya. Hak dan kewajiban tidak bisa 
dipisahkan, hanya bisa dibedakan. Demikian 
juga kebebasan (hak) dan tanggung jawab 
(bukti adanya kewajiban), tidak bisa dipisahkan, 
namun bisa dibedakan. Seseorang tidak dapat 
memiliki hak tanpa memiliki kewajiban atau 
seseorang tidak dapat mempunyai kebebasan 
tanpa memiliki tanggung jawab.21 

Seseorang yang memiliki dan melaksanakan 
profesi tertentu adalah orang yang mempunyai 
dan melaksanakan kebebasan dalam profesinya 
baik profesi pada umumnya maupun profesi 

 
21Suparman Usman, Etika dan Tanggung Jawab Profesi 
Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Gaya Media 
Pratama, Jakarta, 2008. hlm. 128. 
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luhur, karena ia mempunyai kebebasan dalam 
melaksanakan profesinya, maka ia harus 
bertanggung jawab dalam melaksanakan 
profesi tersebut.22 Tanggungjawab merupakan 
salah satu etika yang harus ditaati bagi orang 
yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggung 
jawab bagi seorang yang memiliki profesi 
tertentu, dapat dirumuskan antara lain: 
1. Bertanggung jawab terhadap dunia profesi 

yang dimilikinya dan mentaati kode etik 
yang berlaku dalam profesi yang 
bersangkutan; 

2. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang 
dilakukannya sesuai dengan tuntunan 
pengabdian profesinya; 

3. Bertanggung jawab atas hasil profesi yang 
dilaksanakannya. Artinya dia harus bekerja 
untuk mendatangkan hasil yang sebaik 
mungkin kualitasnya, bagi kepentingan 
kemanusiaan; 

4. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, 
terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa; 

5. Sesuatu yang dia kerjakan adalah sesuatu 
yang secara sadar bahwa hal itu merupakan 
suatu tuntutan kewajiban bagi dirinya. 
Segala apa yang dikerjakannya adalah 
sesuatu yang bermanfaat, tidak melanggar 
hak orang lain dan tidak merusak nilai-nilai 
kemanusiaan serta masyarakat dan 
lingkungan sekitarnya. 

6. Dalam pandangan orang yang bertuhan, 
bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukannya 
adalah dalam rangka ibadah kepadaNya. 
Oleh karena itu dia harus sadar, bahwa apa 
yang dia kerjakan pada hakikatnya kelak 
akan diminta pertanggungjawaban oleh 
Tuhan Yang Maha Esa. 

7. Dalam keadaan apapun dia harus berani 
mengambil resiko untuk menegakkan 
kebenaran yang berhubungan dengan 
profesinya, secara bertanggungjawab dia 
harus berani berucap, bertindak dan 
mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan 
kebenaran tuntutan profesi yang 
diyakininya; 

8. Dia secara sadar harus selalu berusaha untuk 
meningkatkan kualitas yang berhubungan 
dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan 

 
22 Ibid, hlm. 127. 

dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan 
yang semakin berkembang pada setiap saat; 

9. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan dia 
harus bersedia memberikan laporan 
pertanggungjawaban kepada pihak 
manapun tentang segala hal yang pernah ia 
laksanakan sesuai dengan profesinya.23 
Fungsi utama etika adalah membimbing 

manusia dalam mencari orientasi secara kritis 
dalam menghadapi berbagai macam moralitas. 
Oreintasi ini muncul terutama pada waktu 
terjadi konflik moralitas dan manusia harus 
menentukan piliha keputusan berdasarkan 
moralitas yang dipilihnya.24  

Etika bagi profesi hukum, adalah etika yang 
berlaku di kalangan profesi hukum, yaitu 
mereka yang mempunyai profesi di bidang atau 
berkaitan dengan hukum. Notohamidjojo 
menyebutnya dengan istilah penggembala 
hukum (rechtshoeders). Mereka itu 
umpamanya: Hakim, jaksa, Advokat, Notaris, 
Polisi, PPAT dan pejabat lain yang berkaitan 
dengan jabatan di bidang pembuatan, 
pelaksanaan atau pengawasan hukum seperti 
Panitera, Pegawai Negeri, anggota DPR.25 
  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Pengaturan hukum Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN) dimaksudkan untuk 
membuat penetapan kebijakan 
manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 
yang mandiri dan bebas dari intervensi 
politik. Pembentukan KASN ini untuk 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan dan manajemen ASN dan 
menjamin perwujudan sistem merit serta 
pengawasan tehadap penerapan asas, 
kode etikdan kode perilaku ASN. 

2. Pemberhentian Komisi Aparatur Sipil 
Negara Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara dilakukan oleh Presiden 
pada masa jabatannya, apabila: 
meninggal dunia, mengundurkan diri, 
tidak mampu jasmani atau rohani 
sehingga tidak dapat menjalankan 
kewajiban sebagai anggota KASN, 
dihukum penjara berdasarkan putusan 

 
23Ibid, hlm. 127. 
24 Ibid, hlm. 149-150 
25 Ibid, hlm. 150. 
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pengadilan yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana kejahatan jabatan atau tindak 
pidana umum; atau menjadi anggota 
partai politik dan/atau menduduki 
jabatan negara. 

 
B. Saran 

1. Pengaturan hukum Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN) dalam pelaksanaanya 
harus mencapai tujuan yang diharapkan 
seperti menjamin terwujudnya sistem 
Merit dalam kebijakan dan manajemen 
ASN dan mewujudkan ASN yang 
profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, 
dan berfungsi sebagai perekat Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; serta 
mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan negara yang efektif, 
efisien dan terbuka, serta bebas dari 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 
dan mewujudkan pegawai ASN yang 
netral dan tidak membedakan 
masyarakat yang dilayani berdasarkan 
suku, agama, ras, dan golongan.  

2. Berkaitan dengan pemberhentian Komisi 
Aparatur Sipil Negara diharapkan KASN 
melaksanakan kode etik dan kode 
perilaku. Apabila terjadi pelangggaran 
kode etik dan kode perilaku Presiden 
dapat membentuk majelis kehormatan 
kode etik dan kode perilaku, untuk 
memeriksa dengan cermat dan teliti 
apabila KASN melakukan pelanggaran 
kode etik dan kode perilaku. Majelis 
kehormatan kode etik dan kode perilaku 
terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal 
dari luar KASN dan memiliki 
pengetahuan, pengalaman, dan 
kompetensi di bidang ASN, rekam jejak 
yang baik, integritas moral, dan 
netralitas, serta berusia paling rendah 55 
(lima puluh lima) tahun. 
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